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Abstrak
 

Tesis ini membahas pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan

di Wilayah Hukum Jakarta Pusat beserta faktor pendukung dan penghambat yang ditemui. Penelitian ini

adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi evaluasi di setiap pranata

/lembaga Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan

anak yang berhadapan dengan hukum pada saat proses peradilan belum tercapai, meskipun didukung oleh

kebijakan yang diterbitkan di setiap pranata/lembaga namun perlindungan dan kepentingan terbaik bagi

anak terabaikan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat dan diterbitkan merupakan suatu kebijakan yang

berdasarkan pendekatan berbasis kebutuhan (need based approach). Pendekatan berbasis kebutuhan sifatnya

sangat terbatas dan hanya memenuhi target jangka pendek. Dari berbagai pengalaman, strategi

pembangunan dengan pendekatan berbasis kebutuhan kerap menimbulkan berbagai masalah lanjutan dalam

jangka menengah dan jangka panjang, karena tidak di dukung oleh sumber daya yang memadai, sarana dsb.

Dengan adanya putusan hakim dalam dua kasus yang diangkat dalam tesis ini, merupakan contoh nyata

proses peradilan tetap tidak dapat dihindari bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga putusan

hakim menyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

agar terlindungi haknya, memang memerlukan pemahaman dan pengertian aparat penegak hukum tentang

perlindungan anak dan didukung adanya peraturan perundangan tentang peradilan anak yang jelas, sehingga

dapat diharmonisasikan dengan peraturan perundangan tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak.

Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh setiap pranata mengandung arti yang dalam bagi perlindungan dengan

didasari pendekatan hak asasi anak, bahwa anak sebagai subyek hukum bukan obyek hukum. Tentunya

harus didukung oleh faktor hukumnya, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

<hr>

This thesis discusses the implementation of child protection law in dealing with the judicial process in the

Central Jakarta Jurisdiction and supporting factors and obstacles encounter. This research is research with a

qualitative approach using the method of evaluation studies at each institution/agency Criminal Justice

System for Children. The results show that the implementation of child protection laws to deal with during

the judicial process is not reach, even if support by policies issue in each of the institutions/agencies, but the

protection and best interests of the child neglect. This is because policies are made and issued a policy based

on needsbased approach. Needs-based approach is very limited and only meet short-term targets. From

various experiences, the development strategy-driven approach often led to further problems in the medium

term and long term, because it is not supported by adequate resources, facilities and so on. With the verdict

in two cases raise in this thesis, an example of the judicial process remains unavoidable for children who

have to deal with the law, so that the guilty verdict and sentence to imprisonment. Handling a child is

confront with a legal right to be protect, it requires understanding and understanding of law enforcement

officers on child protection and supported the legislation on child justice clear, so that rules can be
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harmonized with the legislation on human rights and child protection. In addition, the policy made by each

institution has a deep meaning for the protection of the rights based approach to children, that children as

legal subjects rather than objects of law. Course must be support by legal factors, law enforcement facilities,

community and culture.


